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Pendahuluan

Pembaharuan ekonomi satu faktor yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikarenakan akan meningkat pula
keperluan akan dana yang sebagian besar diperoleh dari perkreditan. Oleh sebab itu, pihak bank akan meminta jaminan dalam memberikan
perkreditan untuk memberikan kepastian hokum kepada pihak bank. Dengan adanya kredit dapat memperlancar usaha dan sangat berperan
penting bagi perekonomian di Indonesia. Pihak bank memberikan pinjaman dalam bentuk kredit tentunya akan memiliki resiko. Resiko umum
yang dapat terjadi ialah adanya kemacetan perkreditan, pergerakan pasar, dan terdapat kelemahan dalam aspek yuridis yaitu tuntutan hukum

ketiadaan undang-undang untuk mengatur hal tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,
yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menjelaskan tentang
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat
diketahui pokok permasalahannya sebagal berikut :

1. Apakah fungsi implementasi kreditur atas jaminan split Hak Tanggungan?

2. Apakah split Hak Tanggungan bisa menggugurkan perjanjian lama?

3. Bagaimana kedudukan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

terhadap Implementasi kreditur atas debitur yang melakukan split?
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Hasil

Lembaga pembiayaan keuangan penyedia layanan kredit, paling menyukai tanah sebagai pembayaran hutang. Hal yang menjadikan
alasan lembaga penyedia layanan kredit menyukai tanah sebagai jaminan kredit adalah tanah mudah untuk di jual, dan harga tanah yang semakin
tahun terus meningkat, adanya bukti hak kepemilikan yang jelas, dan sulitnya penggelapan obyek serta dapat dibebani sebagai hak tanggungan
yang memberikan hak khusus kepada kreditur. Dan semakim meminimalis kerugian kreditur apabila terjadi wanprestasi,dan selanjutnya diperlukan
satu aturan yang mengatur akan pelaksaan pembebanan hak akan tanggunganyang dapat dituangkan dalam akta perjanjian hak tanggungan,yang
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, dan khususnya untuk kreditur yang ingkar janji atau wan

prestasi.

Perlindungan yang diberikan kepada kreditur adalah pelaksaan eksekusi yang bisa dilakukan apabila terjadinya wan prestasi. 3(tiga)macam

Eksekusi yaitu :

1. Eksekusi pembayaran hutang, eksekusi yang dilakukan berdasarkan putusan dari pengadilan.

2. Eksekusi untuk melakukanperbuatan tertentu,eksekusi yang diberikan sesuai perintah fari pengadilan dan apabila tidak dilakukan-maka
kreditur wajib membayarkan atau melunasi hutang.

3. Eksekusi Riil, yang mana ekseskusi yang dilakukan pada benda tidak bergerak dengan cara harus mengosongkan barang-barang yang ada
atau melekat dalam obyek jaminan.
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Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Implementasi Kreditur atas
Split Jaminan HT Ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,
maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pemecahan tanah atas jaminan hak tanggungan harus dijelaskan dan dituangkan dalan Akta
Pembebanan Hak Tanggungan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh kreditur.

- Hapusnya hak tanggungan dari sebagian hak hak tanggungan dari beberapa obyek, tidak menghapus
keseluruhan hutang.

- Roya harus dilakukan apabila telah terjadi pelunasan hak tanggungan atas jaminan hak
tanggungan.Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka pemegang hak

tanggungan berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan.
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Temuan Penting Penelitian

Hak jaminan pada undang undang no. 4 tahun
1996 yang menyatakan bahwa hak tanggungan
adalah sebuah pemegang hak Lembaga jaminan,
Hak tanggungan dapat dibebankan sebuah obyek
sebagal jaminan untuk secara langsung dan
bilamana debitur melakukan wanprestasi.
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Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan tentang ilmu hukum, maka terkait
dalam masalah hak tanggungan sehingga dapat
diketahui sampal sejauh mana kita mengetahul tentang
hak tanggungan, sehingga patut diketahui sampai
sejauh mana mengetahui adanya tanah bilamana
belum bersertipikat dapat digunakan sebagai jaminan.
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